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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

5.1.1. Kedudukan Ahli Waris Pengganti 

Ahli waris pengganti, dalam kedudukannya yang termuat dalam pasal 

185 Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 2 ayat, telah menimbulkan 

beragam perdebatan oleh beberapa ahli hukum khususnya elemen ahli agama. 

Sebagimana dalam muatannya dalam ayat pertama yang menjelaskan 

kedudukannya tidak memberikan sebuah penegasan yang kuat dalam 

memberikan hak kepada ahli waris pengganti dalam memperoleh harta warisan 

yang ditinggalkan. Maka dengan melihat penjelasan dasar dari ahli waris 

pengganti adalah “seseorang yang menggantikan hak dari seorang yang telah 

meninggal sebagai ahli waris dalam memperoleh harta waris”. Namun yang 

membedakannya dijelaskan kembali dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam 

yaitu “Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada si pewaris maka 

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut 

dalam Pasal 173.”45 Namun tidak langsung telah memberikan kekuatan yang 

jelas sebagaimana dalam konsepnya dianut berdasarkan pemikiran dari 

Hazairin. Sehingga sifat dari pasal tersebut yang seharusnya bersifat Imperatif 

(Perintah), telah berubah menjadi sifat Tentatif (Pilihan) yang berakibat dari 

penggunaan tata bahasa yang tidak sesuai, yaitu penggunakaan kata “dapat” 

                                                           
45 R.I, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 Tentang “Kompilasi Hukum Islam”, Op. Cit. Pasal 

185. 
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pada ayat pertama. Sehingganya perlu adanya perubahan dan penyesian 

kembali terhadap apa yang seharusnya menjadi penjabaran yang tegas dalam 

keduduk46an ahli waris pengganti itu sendiri. Dengan mendasari dari ayat A-

Quran pada Surat An-Nisa pada ayat 33 yang telah dijelaskan dan dibuktikan  

oleh Hazairin melalui karya-karya penelitiannya, khusunya dalam memahami 

konsep ahli waris pengganti yang dimuat dalam KUHPer, dengan menggunakan 

metode komparasi terhadap hukum adat yang ada di masyarakat.  

5.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembagian Warisan  

Dengan dimuatnya kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi 

Hukum Islam pada ayat pertama maka, ayat kedua dalam ketentuan 

pembagiannya dengan secara tegas harus tidak boleh melebihi dari bagian ahli 

waris yang sederajat dalam hal ini adalah ahli waris utama. Sehingga secara 

singkat telah dimuatkan rumus yang menjadi formula yang dapat memudahkan 

dalam proses pembagiannya. 

Bentuk Rumus atau formula dalam menentukan bagian ahli waris 

pengganti adalah:  

Sisa Bagian Ahli Waris  Besaran Bagian (P/L)   

 Asal Masalah   Sisa Bagian Ahli Waris 

Sehingga dengan mengacu pada formula di atas tentu dapat dengan 

mudah menentukan jumlah bagian dari tiap ahli waris pengganti yang ada 

                                                           

 

N 
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khususnya dalam ketentuan pembagiannya. Dikarenakan dalam rumusan yang 

disertakan dalam formula tersebut disesuaikan dengan nilai dari bagian ahli 

waris utama yang telah ditentukan sebeulumnya. Berdasarkan pada bunyi Pasal 

185 Kompilasi Hukum Islam, Yaitu: 

2).   Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi 

dari bagian ahli waris yang sederajat dengan 

yang diganti. 47 

Namun dalam implikasi yang ditemui di lapangan, berdasarkan studi 

observasi melalui pembagian kuisioner dengan memuat 9 Pertanyaan, yang 

terdiri dari 8 pertanyaan obyektif dan 1 pertanyaan essay dalam mengetahui hal-

hal yang ingin disampaikan dan diketahui oleh para subyek di Kota Gorontalo. 

Adapun hasil jawaban kuisioner 7 dari 10 kuisioner secara jelas 

menggambarkan bahwa masyarakat kota gorontalo masih memiliki sifat sukar, 

terhadap melibatkan ahli waris pengganti dalam ketentuan pembagian harta 

warisan dikarenakan ketententuan ini tidak dikenal secara pasti di lingkungan 

masyarakat Kota Gorontalo dikarenakan pengaruh Hukum Adat yang kental, 

yang mengenal ahli waris pengganti sebagai Anak Mayyit/Mayat. 

Baik dalam mencari konsep kedudukan, kejelasan dan hal-hal yang 

dilatar belakangi dari apa yang dikenal dengan ahli waris pengganti, telah 

dirincikan dengan melibatkan studi kajian secara Normatif-Emmpiris yang 

diharapkan mampu mengimbangi dan membuktikan bahwa sejatinya “Sebuah 

                                                           
47 R.I, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 Tentang “Kompilasi Hukum Islam”, Op. Cit. Pasal 

185. 
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konsep atau teori dari sebuah pemikiran, haruslah dapat dibuktikan dengan 

melihat implementasi dan dinamika-nya di lapangan”, 

5.2. Saran 

Dengan dimuatkannya konsep-konsep pada penulisan penelitian ini, 

peneliti berharap dapat memberikan sebuah masukan pada sebuah produk 

hukum di Indonesia dalam memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi 

di masyarakat, khususnya mengenai Ilmu Faraid dalam Syariat Islam yang 

telah termaktum dalam Kompilasi Hukum Islam. Maka, melalui penelitian 

mengenai Ahli Waris Pengganti, peneliti berharap dengan telah dirumuskannya 

pembuktian-pembuktian dalam ketidak sesuaian amanat yang dimuat dalam 

Kompilasi Hukum Islam, mampu memberikan jalan dalam perumusan kembali 

isi yang telah termuat dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam tata 

bahasa serta penjelasan yang lebih dirincikan kembali, yang diharapkan 

mampu memberikan kenyamanan dan keseimbagan dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia, yang lebih Khususnya di wilayah Kota Gorontalo. 
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